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IKHTISAR 
 Skripsi ini berjudul “Tempat Tinggal Bagi Wanita Yang Ditalak 
Raj’i Menurut Pendapat Majelis Agama Islam Di Yala Thailand ”. Di 
bawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr.H.M. Muhammad Amar Adly,MA 
dan Pembimbing II Bapak Dr. Armia, MA. 
Majelis agama Islam merupakan sebuah badan sewasta yang telah 
didirikan oleh sekumpulan alim UlamaPatani yang tujuan utamanya adalah 
berkhidmat kepada umat Islam di Patani Thailand Selatan serta mengurus hal 
ehwal Agama Islam menurut syari’at Islam, pelaksanaan hukum keluarga 
Islam dapat dikatakan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat muslim negara 
tersebut dibawah tuntunan para ulama, imam-imam masjid dan terutama 
para ulama yang berhimpun dalam wadah majelis Hal-Ihwal Ugama Islam 
(MHUI) yang terkadang juga disebut dengan majelis Agama Islam. Majelis 
Agama Islam, memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain 
berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang mengurusi Hal-Ihwal 
agama dalam istilah Melayu-Islam, Majelis Agama Islam juga sekaligus 
berfungsi sebagai pejabat Qadhi Syar’i bagi orang-orang beragama Islam di 
Thailand selatan. Terutama dalam bidang hukum perkawinan dan bagian 
hukum kewarisan. Padahalnya, Jumhur Ulama sepakat bahwa dalam quran 
surah At-Talak: 6-7merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian 
nafkah terhadap istri baik yang ditalak maupun istri yang sedang menyusui. 
Menetapakan suami memberi nafkah iddah kepada istri selama masa 
iddahnya itu berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz dan tidak ada 
sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan 
kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain 
diambil manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang 
menguasai. Umat muslim di negara Thailand menjalankan hukum 
pernikahan melalui hukum-hukum Islam yang ditangani oleh Majelis Agama 
Islam. Mayoritas rakyat beragama Islam, lalu kehidupan rakyat yang 
berkaitan dengan hukum pernikahan di tanggungjawab oleh Majelis Agama 
Islam. Tetapi berkaitan dengan nafkah dalam iddah talak raj’i masih 
dipersoalkan adakah hak bagi Istri yang ditalak raj’i itu masih ada. Dengan 
beberapa kasus yang berkaitan dengan hak atas istri masih ditunggakkan 
didalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan di kaji 
  
 
iv 
komprihensif dengan data-data yang diperoleh lansung dari lapangan tentang 
penerapan keseluruhan dari teori-teori yang ada. 
Adapun teknik dan instrument pengumpulan bahan penelitian 
dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, selanjutnya 
melakukan analisis dengan bahan yang ada dengan metode diskriktif. Hasil 
penelitian akan menunjukan bahawa apakah Mejelis Agama Islam di Yala 
Thailand menjalankan tugas sebagai lembaga/badan yang dapat mengurus 
dan mengatur urusan-urusan agama Islamdi masyarakat Yala Thailand. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan manusia. 
Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman 
hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami 
istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan 
umat manusia umumnya.
1
 Dalam institusi perkawinan, Allah SWT. 
mengamanahkan tanggung jawab kepada pasangan suami istri, 
tanggung jawab ini merupakan ibadah yang mesti ditunaikan oleh 
pasangan dan pelaksanaan tanggung jawab seperti mana yang 
dikehendaki Allah SWT. akan membawa kebahagiaan kepada 
keluarga.
2
 
Namun, Tidak semua perkawinan bisa lanjut hingga akhir 
hayat, banyak juga perkawinan yang kandas di tegah jalan. Pada 
                                                          
1
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Pena, 2010), 
hlm. 3. 
2
Syeikh Gazali, Gerbang .Perkawinan, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2000), hlm 61. 
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prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan 
yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Dalam 
hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi 
sebagai dampak adanya perikatan (akad) yang terjalin, antara lain 
terjalinnya ikatan kekeluargaan diantara keduanya, disamping itu 
hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang 
sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang 
satu terhadap yang lain. Diantara kewajiban-kewajiban itu termasuk 
kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.
3
 
Rasulullah SAW. melarang keras terjadinya perceraian antara 
suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) 
maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu 
akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak dan keluarga. 
Ketika perceraian terjadi antara suami istri, secara yuridis memang 
mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, 
terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah, dalam hal 
                                                          
3
Kamal Muchtar,  Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), hlm.128. 
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ini kewajiban mantan suami untuk memberi biaya hidup kepada istri 
yang telah berpisah sesuai dengan kemampuannya agar istri tersebut 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam istilah hukum 
keluarga disebut nafkah iddah. 
Kewajiban suami dalam masa iddahnya memberikan nafkah 
makan/belanja dan tempat tinggal bagi perempuan yang di talak raj’i 
sebagai mana sabda Rasulullah SWA yang berarti: ‚hak mendapat 
belanja dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh perempuan yang 
dirujuk oleh suaminya‛ (HR. Ahmad dan Nasa’i).4  
  
                                                          
4Musnad Ahmad dan Sunan an Nasa’i. vol.4, 3403. 
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Dalam talak raj’i, status suami-istri masih berlaku, kecuali 
hubungan suami-istri, karena Allah ta’ala masih memanggil lelaki 
dengan lafazh bu’ul (suami) dalam firman-Nya, 
                            
   
Artinya:‚…Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para 
suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya,dan 
Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.‛ (QS.al-Baqarah : 228)5 
Oleh karena itu, suami masih wajib memberikan nafkah dan 
tempat tinggal bagi istrinya yang ditalak raj’i selama belum selesai 
masa iddah. Sang suami dilarang mengusir istrinya tersebut dari 
rumah, kecuali istri tersebut melakukan perbuatan keji yang jelas,
6
 
seperti dijelaskan dalam firman Allah ta’ala: 
                                                          
5
Alquran dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bintang Indonesia, 
2011), hlm. 36. 
6LikkahLikkah, ‚Hak dan kewajiban suami istri dalam masa iddah‛, 
https://www.slideshare.net 2 juli 2018. 
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                          
                         
                           
                    
Artinya: ‚Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu 
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 
hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah, 
maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, 
kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengatkan suatu 
ketentuan ang baru.‛ (QS.ath-Thalaq :1)7 
Demikianlah, para suami dilarang berbuat zalim dengan tidak 
memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak dengan talak raj’i , 
baik talak satu ataupun dua. Sebaiknya segera rujuk apabila dirasa 
hal itu dapat membantu melaksanakan syariat Islam di dalam 
keluarga, sebab suami lebih berhak untuk rujuk dan diterima rujuknya 
oleh istri tersebut sebelum berlalu masa iddah. Bila telah berlalu, 
                                                          
7
Alquran dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bintang Indonesia, 
2011), hlm. 558. 
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maka wanita tersebut memiliki hak untuk menolak dan lelaki harus 
mengajukan pinangan baru dan pernikahan baru lagi.
8
 
Masa iddah adalah salah  satu jalan untuk memberi peluang 
kepada suami istri berbaik-baik dan memulakan penghidupan yang 
lebih bertanggung jawab, dalam masa iddah suami dan istri 
seharusnya mengambil peluang untuk membaiki kesilapan yang 
berlalu, dengan memberi nafkah iddah sepanjang masa iddah 
tersebut menjadikan sumber dan ilham kearah memupuk semula 
kesepahaman dan bermaaf-maafan. Istri yang menerima nafkah 
sepanjang masa iddah akan terasa berhutang budi kepada suami 
mereka dan perlu berterima kasih. Dengan itu semua keadaan ini 
akan menjadi penggerak atau motivasi kearah merujuk kepada 
perkawinan semula. 
Islam menetapkan suami memberikan nafkah iddah kepada 
istrinya selama masa iddahnya itu berlangsung dengan syarat istri 
tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan 
                                                          
8
Rubrik Konsultasi Syariat, Majalah Nikah Sakinah edisi Juni 2010. 
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terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui 
bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil manfaat, maka 
nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.
9
 
Pada hal sebagaimana dijelaskan di atas, nafkah iddah ini 
adalah kewajiban yang harus terpenuh oleh suami terhadap  istrinya 
agar  istri tidak terlantarkan dalam menjalani masa iddah yang 
diwajibkan oleh agama kepadanya. 
Negara Thailand memiliki manoritas muslim yang 
menjalankan hukum pernikahan melalui hukum-hukum Islam yang 
ditangani oleh Majelis Agama Islam. Di setiap provinsi atau wilayah 
mempunyai kantor Majelis Agama Islam, salah satu di wilayah Yala. 
Mayoritas rakyat beragama Islam, lalu kehidupan rakyat yang 
berkaitan dengan hukum pernikahan di tanggungjawab oleh Majelis 
Agama Islam. Tetapi berkaitan dengan nafkah dalam iddah talak raj’i 
masih dipersoalkan adakah hak bagi Istri yang ditalak raj’i itu masih 
                                                          
9
Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan,Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 83. 
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ada. Dengan itu terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan hak 
atas istri :- 
Kasus ini berada di daerah Yaha khususnya di wilayah Yala, 
seorang perempuan yang bernama Suwaibah menikah dengan laki-
laki bernama Ibrahim, pernikahan sudah berlangsung dengan 
melahirkan anak pertama yaitu laki-laki, dan keduanya bercerai (talak 
satu di depan imam kampungnya), pihak perempuan terus pulang 
kerumah orang tuanya. Kemudian setelah perceraian berlangsung 
selama 1 bulan 2 Minggu suaminya menjemput kembali dan 
membawa kerumahnya. Dalam waktu 1 bulan 2 Minggu suaminya 
tidak menunaikan nafkah tempat tinggal juga nafkah belanja kepada 
istri nya kecuali memberi uang untuk anaknya saja. Dalam hal 
tersebut imam kampung tidak mengambil tindakan atas suaminya. 
Zubaidah dan suaminya Zakariya, telah menikah selama tiga 
tahun dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, keduanya bercerai, 
Zubaidah langsung pulang ke rumah orang tuanya pada hari dimana 
suami menjatuhkan talak satu dengan membawa anaknya yang 
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paling kecil, atas kemauannya sendiri dia meninggalkan anak 
pertamanya dengan suami. 
Sarimah dengan suaminya telah menikah dan melahirkan 
anak pertama mereka, keduanya juga bercerai, Sarimah keluar dari 
rumah suaminya setelah satu minggu berlangsung perceraian, dengan 
sendirian dia pergi ke Malaysia dan tinggal di Malaysia. 
Nur Aini dengan suaminya yang bernama Aiman mereka telah 
menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki, sebelum bercerai 
Nur Aini telah pulang ke rumah orang tuanya sehingga mereka 
bercerai di Majelis Agama. Semenjak itu mereka hidup masing-
masing, anaknya dibawa istrinya dan nafkah dalam masa Iddah talak 
raj’i suami hanya memberi uang sebanyak dua ribu bath. 
Dan juga kasus Mariyam dengan suami. Suaminya 
menceraikannya dengan menjatuhkan talak dua kepada Mariyam, 
mereka telah mempunyai satu orang anak, setelah bercerai Mariyam 
hanya memberi waktu satu kali suci setelah berlakunya talak untuk 
mempersiapkan dirinya keluar dari rumahnya. 
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Kasus tersebut telah diketahui imam kampung, tetapi imam 
hanya mengusahakan untuk mendapat surat perceraian dari Majelis 
Agama kepada pasangan tersebut. Tanpa memberi perhatian atas 
hak dan nafkah yang sesuai dengan hukum Islam kepada 
perempuan-perempuan tersebut. 
Di Thailand Selatan terdapat satu jabatan khusus yang 
berperan sebagai jabatan yang berwenang untuk menangani kasus-
kasus rumah tangga khususnya di Majelis Agama Islam Wilayah Yala 
Thailand Selatan yang telah diatur menurut Undang-Undang Dasar 
Hukum Islam berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara 
Thailand Tahun 2011 M. khususnya di wilayah Patani, Yala, 
Narathiwat dan Satun. Dari kasus di atas tentunya akan menjadi 
menarik jika penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 
‚Tempat Tinggal Bagi Wanita Yang diTalak Raj’i Menurut 
Majelis Agama Islam Yala Thailand.‛ 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hak istri yang di talak raj’i ? 
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2. Bagaimana hak tempat tinggal istri talak raj’i di Yala 
Thailand? 
3. Bagaimana hak tempat tinggal bagi istri talak raj’i 
menurut Majelis Agama Islam Yala Thailand? 
C. Tujuan  Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana hak bagi wanita talak raj’i 
. 
2. Untuk mengetahui bagaimana hak tempat tinggal bagi 
wanita yang di talak raj’i di Yala, Thailand. 
3. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Majelis 
Agama Islam Yala Thailand bagi wanita yang talak Raj’i . 
D. Manfaat Peneletian 
Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting 
adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus 
12 
 
 
tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni 
manfaat teoritis dan praktis.
10
 
Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai 
sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang hukum serta memperkaya literatur terkait 
ketentuan standarisasi Qadhi Majelis Agama Islam di Yala Thailand. 
Dan yang idealnya adalah hasil penelitian ini bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum (social interest) dalam 
menyikapi ketentuan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak raj’i . 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini yaitu: 
1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas 
Syari’ah dan ilmu hukum pada khususnya dan 
kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam 
penelitian hukum Islam dibidang fiqh munakahat. 
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Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Metode 
Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi, 2015, hlm. 33. 
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3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama 
masyarakat awwam tentang tempat tinggal bagi wanita 
ditalak raj’i dalam masalah ini. 
4. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang ing ingin 
mengkaji masalh ini. 
5. Penambah wawasan dan pengtahuan penulis pada 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
6. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk 
memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana 
dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan 
hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
F. Kerangka Pemikiran 
  Untuk  menghindari kesalahan dan kekeliruan serta 
memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang 
terkandung dalam judul skripsi ini, ‚Tempat tinggal bagi wanita 
yang ditalak raj’i menurut Majelis Agama Islam Wilayah Yala 
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Thailand selatan‛. Maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan 
istilah-istilah tersebut: 
1. Talak dan hukumnya, Talak di ambil dari kata itlak artinya 
melepaskan atau meninggalkan.
11
 Talak menurut bahasa 
adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan 
kuda atau ikatan tawanan atau pun ikatan ma’nawi seperti 
nikah, talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan 
pernikahan atau menguranggi pelepasan ikatan dengan 
mengunakan kata-kata tertentu
12
 Talak Raj’ i ialah talak di 
mana suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri 
tanpa ia punya pilihan.
13
 Talak menurut syara’ ialah 
melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri tali 
pernikahan suami istri. 
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2. Nafkah dan tempat tinggal.14 Nafkah bearti ‚Belanja‛, 
bermaksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh 
seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai 
keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti 
makanan, pakaian dan tempat tinggal. 
Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah 
ialah: 
a. Nafkah Istri. 
b. Nafkah kerabat. 
c. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki. 
3. Hak Istri dalam Iddah talak raj’i 15 
 Perempuan yang taat dalam iddah raj’i yah berhak 
menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala 
keperluan hidupnya, dari yang menolaknya (suaminya) 
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Prof.Dr.Zakiah Daradjad, Ilmu Fiqh Jilid 2, (Yokjakarta: PT.Dana Bakhti Wakaf, 
1995), hlm.141. 
15
Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si, Fiqh Munakahat 2, (Bandung:Pustaka Setia), 2016, 
hlm.21. 
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kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. 
Sabda Rasulullah SAW.: 
 ةُ مَ  َّْرلا  مَ ْنَّيمَلمَا مَ  ِ ْمَ ِل مَا مَ  امَ  ِ ِةمَ ْر مَمِْلل  مَل ْةُسلامَ  ةُ مَ مَ َّنَّللا مَمَّ  ِ. ( دمح  ها ر
سيق نب  مط ف نا  ئ سللا ) 
Artinya :‚Perempuan yang berhak mengambil nafkah 
dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas 
suaminya itu berhak rujuk kepadanya.‛ 16 (riwayat Ahmad dan 
Nasai dari Fatimah binti Qais) 
4. Majelis Agama Islam Yala Thailand. 
 Di dalam Dasar Hukum Islam berkenaan dengan 
keluarga dan warisan negara Thailand (Wilayah Patani, Yala, 
Narathiwat dan Setul Tahun 2011) disebutkan: 
Artinya: Menurut Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan 
Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah Patani, 
Narathiwat, Yala, dan Setun Tahun 2011): Yang 
dimaksudkan pada Kategori 3 Pasal 307 mengenai 
nafkah iddah yaitu: Suami wajib memberi nafkah iddah 
kepada istri yang sedang beriddah raj’i dengan syarat istri 
tidak nusyuz.
 17
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Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari yang 
berhubung dengan  nafkah iddah, memang ada beberapa kajian 
dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun 
sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas 
mengenai nafkah iddah terhadap mantan istri dan implementasinya 
pada Majelis Agama Islam Wilayah Yala di Thailand Selatan. 
Dalam skripsi yang ditulis oleh Sarizal mahasiswa Fakultas 
Syari’ah yang berjudul ‚Penetapan Kadar Nafkah Iddah kepada Istri 
Setelah Terjadi Perceraian.‛yang membahas tentang kadar nafkah 
iddah menurut pendapat imam mazhab, menurut Imam Syafi’i 
mengatakan bahwa nafkah itu ditentukan atas orang kaya 2 (dua) 
mud, atas orang yang sedang 1 ½ mud dan orang yang miskin 1 
(satu) mud. Skripsi ini tidak membahas tentang nafkah iddah 
terhadap mantan istri dan implementasinya pada Majelis Agama 
Islam.
18
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  Dalam skripsi yang ditulis oleh Saleh bin Ismail mahasiswa 
Fakustas Syari’ah yang berjudul ‚Nafkah dalam Masa Iddah Menurut 
Hukum Islam (Kajian pada Masyarakat di Daerah Kubang Semang 
Pulau Pinang Malaysia)‛ yang membahas tentang pengabaian hak-
hak istri dalam masa iddah, di antara hak-hak istri yang layak 
diperoleh dari mantan suami semasa iddah ialah tempat tinggal dan 
nafkah iddah termasuk makan, pakaian, dan nafkah anak-anak. 
Skripsi ini tidak membahas juga tentang nafkah iddah terhadap 
mantan istri dan implementasinya pada Majelis Agama Islam.
19
 
 Dalam skripsi yang ditulis oleh Mohamad Romzi Bin Che Nus 
mahasiswa Fakultas Syari’ah yang berjudul ‚Nafkah Iddah Istri 
Setelah Perceraian Menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 
2004 (Studi pada Masyarakat Seberang Perai, Pulau Pinang)‛ yang 
membahas tentang pendapat para ulama mengenai nafkah iddah. 
Fuqaha’ berpendapat bahwa istri yang telah beriddah raj’i 
memperoleh nafkah dan tempat tinggal begitu juga wanita yang 
                                                          
19
Skripsi Salleh bin Ismail, Nafkah Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam (Kajian 
Pada Masyarakat Di Daerah Kubang Semang PulauPinang Malaysia.Fakultas Syari’ah, 
Institut Agama Negera Ar-raniry. Banda Aceh:2008. 
19 
 
 
sedang hamil. Skripsi ini tidak membahas juga tentang nafkah iddah 
terhadap  istri dan implementasinya pada Majelis Agama Islam.
20
 
G. Metode Penelitian 
Setiap penelitian sebuah ilmiah harus menggunakan teknik 
dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, 
teknik dan metode yang digunakan sangat nenentukan untuk 
mencapai tujuan secara efektif . Metode yang digunakan dapat 
mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis dengan mengguna pendekatan kualitatif ditujukan 
untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand Selatan 
yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi. 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Majelis Agama 
Islam Wilayah Yala Thailand. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, pengumpulan data merupa suatu hal yang 
sangat penting. Seseorang peneliti sulit melakukan penelitian 
terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-
fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
 
 
4. Sumber Data 
Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam skripsi 
ini adalah seperti berikut : 
a. Data Primer 
21 
 
 
Data Primer adalah data pokok dikutip dari sumber buku erat 
kaitannya dengan pembahasan skripsi ini dan informasi yang 
diperoleh hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang tertentu 
yang terlibat secara langsung dengan penelitian, dari lokasi kajian 
yaitu di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand selatan, seperti 
bahan-bahan informasi catatan dan statistik perceraian di Yala 
Thailand dan juga informasi hasil wawancara kaitan dengan langkah-
lang penyelesaian Majelis Agama. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder pula merupakan data yang bersifatnya tidak 
langsung sebagai pendukung, yaitu data yang diperoleh hasil dari 
bacaan perpustakaan serta literature yang berkenaan dengan masalah 
yang diteliti seperti buku-buku ilmiah, majalah-majalah, media massa, 
dan lain-lain yang menjadi informasi hubungan dengan penelitian 
tersebut dan peraturan-peraturan berhubung dengan Hak Tempat 
Tinggal bagi Wanita di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand 
Selatan, Buku Undang-undang Dasar Hukum Islam Berkenaan 
dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand Tahun 2011 M. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam metode pengumpulan data sehingga penelitian 
memiliki nilai akademis dan tepat akan meliputi beberapa teknis yaitu 
: 
1. Observasi 
Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara 
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 
yang diselidiki. Maka penulis akan mengamati secara 
langsung ke Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand 
selatan. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang 
dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun 
23 
 
 
bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan 
melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, 
berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang 
telah ditentukan
21
. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan jenis wawancara ‚semi structured‛. Dalam 
hal ini maka mula-mula interviwer menanyakan 
serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian 
satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan 
lebih lanjut
22
. 
Wawancara juga adalah suatu percakapan yang 
diarah dengan maksud tertentu yang bertujuan bukan 
untuk mendapatkan suatu keputusan dalam 
percakapan.
23
 Teknis yang paling esensial adalah dengan 
wawancara pihak-pihak yang terkait, seperti ulama-
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ulama  yang terhormat di Yala dan juga dengan pegawai 
Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand selatan. 
Adapun yang menjadi terwawancara (Interviewee) 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Qadhi Majelis Agama Islam Yala Thailand. 
b. Pegawai Majelis Agama Islam Yala Thailand. 
c. Pengadu hal nafkah talak di Majelis Agama Islam 
Yala Thailand. 
3. Dokumentasi 
Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat 
dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis 
mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang 
tertulis berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-
pegawai yang bersangkutan serta mengambil informasi 
dari alamat web internet. Tehnis ini digunakan bertujuan 
untuk memperkuatkan data-data yang sudah ada.  
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H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahakan para pembaca dalam menelaah skripsi 
ini, maka pembahasannya ke dalam lima (5) bab, yang satu dengan 
yang lainnya saling berhubung adapun sistematika sebagai berikut: 
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar 
belakang dan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika. 
Bab dua akan dibahas tentang nafkah dalam iddah talak raj’i , 
yang terdiri dari pengertian Talak raj’i dan jenis talak dan hukumnya, 
iddah dan Istibra’, nafkah wanita talak raj’i , hak dan kewajipan istri 
yang menjalani masa iddah dan kaitannya, hikmah  disyariatkan 
nafkah iddah. 
Bab tiga adalah tentang Biografi Majelis Agama Islam Yala 
Thailand, yang terdiri dari sejarah pembentukan, struktur, fungsi, 
wewenang Majelis agama Islam Yala Thailand, dan giografi 
masyarakat Yala Thailand. 
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 Bab Bab empat akan dibahas tentang pendapat Majelis Agama 
Islam Wilayah Yala, terhadap hak dan nafkah iddah wanita yang 
ditalak raj’i , proses dan prosedur penyelesaian perkara nafkah iddah 
di Majelis Agama Islam di Wilayah Yala, dan langkah-langkah yang 
diambil oleh Majelis Agama Islam Wilayah Yala dalam penyelesaian 
nafkah iddah. 
Bab lima adalah penutup, bab ini merupakan bab yang 
terahkir dari pembahasan mengenai isi skripsi ini. Di dalamnya 
penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa 
saran dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap releven dengan 
pembahasan skripsi ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
Talak Raj’i dan Nafkah dalam Iddah 
A. Pengertian Talak 
Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan 
pembebasan. Menurut syari’at pengertiannya adalah terlepasnya 
ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafaz talak dan 
yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara lansung 
atau ditangguhkan dengan lafaz yang dikhususkan. Terlepasnya 
ikatan perkawinan secara lansung berbentuk talak ba’in, 
ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk 
talak raj’i .24 
B. Nafkah Iddah dan Dasar Hukum 
1. Pengertian Nafkah Iddah 
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Nafkah Iddah adalah gabungan dari dua kata yaitu nafkah dan 
iddah.  Nafkah dari segi bahasa  ةقفنلا adalah masdar yang diambil dari 
kata  قافنلاا yang berarti ‚belanja‛, ‚kebutuhan pokok‛ dan juga 
berarti ‚biaya‛ ataupun pengeluaran uang.25 
Nafkah berarti ‚Belanja‛. Maksudnya ialah sesuatu yang 
diberikan seseorang kepada istrinya, kerabat dan miliknya sebagai 
keperluan pokok bagi mereka. Nafkah secara bahasa berasal dari kata 
nafaqah ( هقفن) yang arti belanja, maksudnya menafkahkan rizki 
belanja untuk makan dan hidup.
26
 
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dengan 
hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami 
untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah berkaitan dengan kebutuhan 
sehari-hari yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal atau tempat 
kediaman. 
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Iddah adalah perhitungan atau sesuatu dihitung. Secara 
bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci 
pada wanita, sedangkan menurut istilah,  iddah mengandung arti 
masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah 
terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun 
cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau 
untuk berfikir bagi suami.
27
 Aturan iddah ditujukan bagi perempuan 
yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. 
Perempuan yang dicerai suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau 
hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib 
menjalani iddah. 
 Penting untuk diketahui bahwa percerai atau talak raj’i 
belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang 
sesungguhnya. Oleh sebab itu, perempuan yang telah di talak 
suaminya, salama berada pada masa iddah tetap dipandang sebagai 
istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan 
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kewajiban. Kewajiban tersebut yaitu suami memberi nafkah kepada 
istri selama masa iddah.  Nafkah iddah adalah pemberian suami 
kepada istri yang diberikan selama masa menunggu istri setelah 
terjadi perceraian.
28
 Dalam hal ini nafkah juga diartikan sebagai 
penghibur nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana 
firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241: 
              . 
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu 
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Al-Baqarah: 241)
29
 
 Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa nafkah iddah  
adalah pemberian segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau 
nilai materi kepada  istri setelah terjadi perceraian dengan tujuan 
meringankan beban dan kesusahan dengan syarat-syarat tertentu. 
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2. Dasar Hukum  Nafkah Iddah 
 Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai ayat-ayat yang 
berkaitan dengan pemberian nafkah iddah bagi istri.  
a. Dasar Al-Quran: 
                         
                             
                           
                        
                             
        . 
Artinya:Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 
mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya.dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
25 
 
 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. At-Talak: 6-7)
30
 
 Jumhur Ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan dasar 
hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap istri baik yang 
ditalak maupun istri yang sedang menyusui karena lafaz liyunfiq 
menggunakan huruf lam amar (perintah). Islam menetapakan suami 
memberi nafkah iddah kepada istri selama masa iddahnya itu 
berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain 
yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah 
umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain 
diambil manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang 
menguasai.
31
  Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan 
tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Bahwa suami berkewajiban 
untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang ditalaknya, dan jika 
                                                          
30
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 
2014), hlm.559 . 
31
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 
Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 83. 
26 
 
 
istri yang ditalak suaminya punya anak, maka suami harus 
memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. 
b. Dasar Al-Hadits  
Sabda Rasullah SAW:  
نا هي   م يريش لا يضر للها هلا ل ق :تلق  ي لوسر للها  لص للها هيلا ملس   م 
قح    ز   دحا هيلا...؟ ل ق   م طت  ا  تم ط  هوس ت   ا  ست ايت لا  
برضت، ه ولا ,لا  حب ت رج ت لا  لاا يف تيبلا( ها ر د اد  با) 
 
Artinya:  Dari Muawiyah al-Qusyairi ra. Meceritakan bahwa 
dia pernah menayakan kepada Rasulullah SAW. ya Rasulullah SAW. 
apakah hak seorang istri dari kami kepadanya? Rasulullah SAW. 
berkata: memberikannya makan jika ia makan, memberikannya 
pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak 
mencelanya, dan tidak meninggalkannya (berpisah dengannya tapi 
tidak menceraikannya), kecuali di dalam rumah  (H.R. Abu Daud) 
 
Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa kewajiban 
memberikan nafkah kepada istri oleh suami tidak saja dilakukan 
secara terang-terangan, melaikan secara sembunyi-sembunyi. Artinya 
apabila suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak 
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mengambil harta tanpa sepengetahuan suaminya untuk keperluan 
hidup dengan sekadar secukupnya. Di sisi lain, kewajiban ketika 
memberikan nafkah tidak saja dilakukan pada waktu-waktu biasa, 
malainkan ketika istri menyeleweng dan mendapat sanksi dari suami 
tetap wajib menerima biaya hidup dari suaminya. 
C. Nafkah Iddah dalam Pandangan Ulama 
Imam Abdurrahman al-Jazri mengatakan bahawa syarat atau 
sebab diwajibkannya pemberian  nafkah adalah sebagai berikut: 
1. Adanya hubungan perkawinan 
2. Adanya hubungan kerabat 
3. Adanya kepemilikan33 
Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat 
diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut: 
1. Adanya hubungan kekeluargaan 
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2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang 
membutuhkan nafkah 
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup 
mencari nafkah 
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya 
kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu 
yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang 
telah diwajibkan kepada ayah. 
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, 
kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan 
anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama 
Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang 
non Islam, karena mereka berlainan agama.
34
 
Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj’i  
masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Tetapi para ahli 
fiqh berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga. Imam Abu 
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Hanifah berpendapat bahwa: Ia punya hak nafkah dan tempat tinggal 
seperti perempuan yang ditalak raj’i . karena dia wajib menghabiskan 
masa iddah di rumah suaminya.
35
 Sedangkan di rumah ini dia 
terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi dia wajib 
mendapatkan nafkahnya. Nafkah ini dianggap sebagai hutang yang 
resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya 
persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak 
dapat hapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.
36
 
 Imam Ahmad berpendapat bahwa: Ia tidak berhak mendapat 
mendapat nafkah dan tempat tinggal. Imam Syafi’i dan Imam Malik 
berpendapat bahwa: Ia mendapat hak tempat tinggal, tetapi tidak 
mendapat hak nafkah, kecuali kalau hamil. Dan jiga hamil dia 
mendapat hak nafkahnya sampai melahirkan anaknya.
 37
  Berkaitan 
dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi istri 
hanyalah selama istri masih dalam masa iddah. Adapun setelah habis 
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masa iddah tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami 
masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.  
 Melalui pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa hak 
seorang istri untuk mendapat nafkah dari suaminya. Menurut penulis 
erat sekali kaitannya dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh 
seorang istri berkaitan dengan hak yang diterimanya. Artinya bahwa 
memang salah satu konsekuensi dari terjadinya akad perkawinan 
adalah lahirnya hak dan kewajiban antara suami istri. Akan tetapi 
tidak berarti bahwa istri dengan sendirinya dan secara otomatis 
menerima hak atas nafkahnya, karena hal itu berkaitan dengan 
kewajiban yang telah dilakukannya sehingga ada keseimbangan 
antara hak dan kewajiban. 
D. Hak dan kewajiban istri dalam iddah. 
Ada beberapa hukum berikut ini yang berkaitan dengan 
perempuan yang menjalani masa iddah:
38
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1. Pengharaman untuk melakukan lamaran 
Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan 
perempuan yang telah menjalani masa iddah, tanpa 
mempedulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak 
ataukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang 
ditalak dengan talak raj’i  masih berada dalam hukum 
perkawinan, maka tidak boleh melamarnya. 
2. Pengharaman untuk kawin 
Orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang 
tengah menjalani masa iddah menurut consensus fuqaha, 
berdasarkan firman Allah SWT. 
                        
                        
  . 
Artinya: Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) 
untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 
32 
 
 
Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun.(Q.S. Al-Baqarah: 235)
39
 
 Maksudnya jangan sampai kalian laksanakan akad 
pernikahan sampai selesai masa iddahnya yang telah 
ditetapkan oleh Allah bagi istri yang telah menjalani masa 
iddah 
3. Pengharaman keluar dari rumah 
Mazhab syafi’i tidak membolehkan istri yang tengah 
menjalani masa iddah untuk keluar rumah secara mutlak bagi 
suaminya yang meninggal dunia.
40
 
 
 
4. Tinggal di rumah perkawinan dan nafkah 
                                                          
39
Alquran dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bintang Indonesia, 
2014), h. 38. 
40
Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani,2011), 
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Ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. 
Sedangkan tinggalnya perempuan yang tengah menjalani masa 
iddah di rumah perkawinan adalah suatu kewajiban 
berdasarkan firman Allah surah At-Thalak ayat 1, rumah yang 
disandarkan kepada perempuan adalah rumah yang dia 
tempati ketika terjadi perpisahan.
41
 
Sedangkan nafkah perempuan yang ditalak raj’i adalah 
harus dikeluarkan oleh suami sesuai dengan rincian berikut: 
a. Diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya 
yang berbeda, yang terdiri makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal, menurut kesepakatan fuqaha’ karena 
perempuan yang tengah menjalani masa iddah masih 
dianggap sebagai istri selama berada pada masa iddah.
42
 
E. Hikmah  Disyariatkan Nafkah Iddah   
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 Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam 
ialah ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits 
merupakan petunjuk Allah SWT. yang harus menjadi pedoman bagi 
manusia khususnya kaum muslimin dan muslimah demi keselamatan 
hidupnya di dunia maupun di akhirat. Berbeda hal dengan ajaran-
ajaran yang pernah diturunkan Allah SWT. sebelumnya dimana 
ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Namun 
ajaran tersebut hanya berlaku untuk kelompak atau kaum  dalam 
masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. 
Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai 
pegangan dari semua kelompak dan kaum manusia pada berbagai 
tempat dan waktu sampai akhirat masa (zaman).
43
 Demikian  dengan 
masalah iddah  merupakan suatu syari’at yang telah ada sejak zaman 
dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini, 
kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus menerus karena banyak 
terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya. 
                                                          
43
Mohd. Mahfud, Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata 
Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 210. 
35 
 
 
 Iddah bagi istri yang ditalak raj’i oleh suaminya mengandungi 
arti memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami istri itu 
untuk memikirkan, merenungkan dan memperbaiki diri dan peribadi 
masing-masing, memahami kekurangannya, mempertimbangkan 
kemaslahatan hidup bersama di masa selanjutnya, mengenang jasa 
dan kebaikan hati pihak yang satu terhadap pihak yang lain, 
mempertimbangkan nasib anak-anaknya, kesemua itu dianalisa 
dalam suasana tenang dan hati yang dingin. Demikian masing-masing 
pihak berkesempatan luas untuk mempertimbangkan kesemuanya itu 
dengan sebaik-baiknya kemudian mengambil langkah kebijaksanaan 
untuk kemungkinan bersepakat rujuk kembali sebagai suami istri.
44
 
Kewajiban memberi nafkah seorang suami terhadap istri yang 
telah diceraikannya adalah diharapkan dapat menghibur atau 
menyenangkan hati istri yang telah diceraikan, dan dapat menjadi 
bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk menbersihkan 
                                                          
44
Ibnu Daqiq Al Id, Ihkamul Ahkam jilid.2, (perpustakaan Nasional RI: Pustaka 
Azzam, 2012), hlm. 212. 
36 
 
 
hati kaum istri dan menghilangkan kewajiban kekhawatiran terhadap 
penghinaan kaum laki-laki terhadapnya.
45
 
Demikian itu adalah fenomena umum dan rill, Allah SWT. 
menyatukan kembali hati keduanya. Suami yang menceraikan 
merujuk kembali istrinya, sehingga kehidupan rumah tangga kembali 
berjalan seperti semula. Bahkan barang kali kondisinya lebih baik dari 
sebelumnya, sebab talak merupakan perkara yang sulit dan berat bagi 
masing-masing suami dan istri.  
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BAB III 
BIOGRAFI MAJELIS AGAMA ISLAM YALA THAILAND 
A. Hukum Islam di Yala Thailand. 
Kedatangan agama Islam di Yala juga tidak berbeda dari 
ketangan Islam di Patani, karena mengikut sejarah yang terkandung 
dalam buku-buku sejarah yaitu Wilayah Yala adalah sebahagian dari 
Patani yang memiliki kerajaan Melayu yang berdaulat.
46
  
Dalam Negara-negara berpenduduk muslim hukum 
keluarganya belum tertulis (uncodified law), umumnya ialah negara-
negara yang penduduk muslimnya menoritas seperti Burma, Filipina, 
Thailand dan lain-lain. Di Negara-negara yang hukum 
perkawinannya masih uncodified law, hukum perkawinan didasarkan 
pada kitab-kitab fiqih mazhab yang dianutnya. Pelaksaan pernikahan 
serta hal-hal lain yang terkait dengannya seperti talak, rujuk pada 
umumnya ditangani oleh para ulama, imam masjid, institusi 
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keagamaan setempat yang dianggap menangani masalah-masalah 
keagamaan umat Islam.
47
 
Di Thailand, pelaksanaan hukum keluarga Islam dapat 
dikatakan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat muslim Negara 
tersebut dibawah tuntunan para ulama, imam-imam masjid dan 
terutama para ulama yang berhimpun dalam wadah majelis Hal-Ihwal 
Ugama Islam (MHUI) yang terkadang juga disebut dengan majelis 
Agama Islam. Khususnya, di provensi-provensi yang dialami 
mayoritas muslim, seperti Patani, Yala, Narathiwat dan Setun. Majelis 
Agama Islam, memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. 
Selain berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang 
mengurusi Hal-Ihwal agama dalam istilah Melayu-Islam, Majelis 
Agama Islam juga sekaligus berfungsi sebagai pejabat Qadhi Syar’i 
bagi orang-orang beragama Islam di Thailand selatan. Terutama 
dalam bidang hukum perkawinan dan bagian hukum kewarisan.
48
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B. Sejarah ringkas terbentuknya Majelis Agama Islam 
Yala. 
Majelis agama Islam merupakan sebuah badan sewasta yang 
telah didirikan oleh sekumpulan alim Ulama Patani yang tujuan 
utamanya adalah berkhidmat kepada umat Islam di Patani Thailand 
Selatan serta mengurus hal ehwal Agama Islam menurut syari’at 
Islam. 
Majelis agama Islam dalam menghadapi segala tantangan 
pengaruh modernitas menjadikan fungsi, tanggungjawab dan 
peranannya semakin luas dan berat. Salah satunya berusaha 
membimbing dan membina masyarakat Islam Patani Thailand 
Selatan yang dituangkan kedalam suatu bentuk program 
pengembangan masyarakat Islam. Agar masyarakat Islam dapat 
menjalankan kewajiban dan tuntutan agama Islam secara leluasa di 
samping membela masyarakat Islam minoritas yang tertindas oleh 
kaum mayoritas terutama dalam masalah yang berkaitan dengan 
agama Islam. Karena Majelis Agama Islam merupakan jantung 
40 
 
 
masyarakat Islam Patani, Yala Thailand Selatan yang harus berjuang 
demi kejayaan dan kesuksesan umat yang sudah lama tertindas. 
Tabel 1 
Simbol Majelis Agama Islam Wilayah Yala 
 
Majelis Agama Islam Wilayah Yala terletak No. 76/1 M. Mukim 
Thasab Daerah Muang Wilayah Yala 95000 Tel. 073- Fax. 073-
362491. Majelis Agama Islam wilayah Yala diasaskan pada tahun 
1365 H. Bersamaan tahun 1945 M. sampai sekarang lebih kurang 73 
tahun dengan mendapat persetujuan dan kebenaran dari pada 
kerajaan serta di akui dan sebagai satu badan Islam yang berfungsi 
menyusun dan mengurus urusan umat Islam serta menyelesaikan 
problem-problem yang berhubungan dengan umat Islam. 
Tujuan didirikan Majelis Agama Islam Wilayah Yala, 
memandang kepada   Penduduk Wilayah Yala mayoritas agama 
Islam tidak ada badan yang dapat mengurus dan mengatur urusan-
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urusan agama Islam. Maka timbul Inisiatif dari pada ulama dan tokoh 
masyarakat dalam wilayah Yala untuk mendirikan suatu 
badan/institusi Islam supaya dapat mengatur dan mengurus serta 
menyusun aktivitas-aktivitas Masjid-masjid, taman kanak-kanak 
(Tadika/TK), supaya dapat berjaya dengan teratur dan lancar. 
Menurut data tahun 2561 (Tahun Buda) / 2018 M. masjid 
dalam wilayah Yala jumlah semuanya 494 buah, yang dapat dilihat 
dalam tabel berikut :  
Tabel 2 
 Jumlah Masjid dan Tadika dalam Wilayah Yala 
No Daerah Masjid 
1 Muang 111 
2 Yaha 70 
3 Raman 133 
4 Bannang Seta 69 
5 Tanto 19 
6 Kabang 23 
7 Kerong Pinang 37 
8 Betong 32 
42 
 
 
 Jumlah 494 
  
Disamping itu, Majelis Agama Islam wilayah Yala juga selalu 
mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berlaku, 
supaya umat Islam dapat hidup dengan baik di dalam pergaulan 
sehari-sehari juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup umat 
Islam dalam setiap bidang yaitu bidang rumah tentangga, pendidikan, 
ekonomi, agama dan sebagainya.  
C. Peran dan Wewenang Majelis Agama Islam Yala. 
Majelis agama Islam wilayah Yala memiliki institusi Islam yang 
mengatur hal ehwal Agama Islam, menurut pasal 26 undang-undang 
Pentadbiran hal agama Islam tahun 2540 ( Tahun Buda ) /1997 M. 
Ahli jawatan kuasa majelis agama Islam wilayah, memiliki tugas  dan 
peranan seperti berikut : 
1. Peranan Majelis Agama Islam Wilayah Yala 
a. Menjadi penasehat dan memberi pandangan berkenaan 
dengan Agama Islam kepada gubernur Wilayah. 
b. Menjaga dan mengawal ahli jawatan kuasa masjid. 
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c. Mendamai dan memberi keputusan terhadap rayuan 
makmum masjid yang tidak mendapat keadilan dari 
pada ahli jawatan kuasa Masjid. 
d. Menjaga dan mengawal pemilihan ahli jawatan kuasa 
Masjid agar berjalan dengan teratur dan lancar. 
e. Membuat pertimbangan dan memecat ahli jawatan 
kuasa masjid. 
f. Memeriksa dan membuat pertimbangan ahli jawatan 
kuasa masjid supaya berhenti daripada jawatan menurut 
pasal (4)2540. 
g. Memberi arahan kepada ahli jawatan kuasa masjid agar 
berhenti dari jawatan sewaktu dalam pemeriksaan kes. 
h. Membuat pertimbangan mandiri, memindah dan 
membubarkan masjid. 
i. Melantik jawatan kuasa masjid sementara sewaktu khatib 
dan bilal telah terhenti dari jawatan. 
j. Mengeluarkan surat keterangan nikah, cerai dan surat 
takliq menurut Islam. 
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k. Mendamaikan keluarga dan pusaka apabila mendapat 
pengaduan. 
l. Membuat daftar harta benda, dokumen-dokumen dan 
daftar uang keluar serta memberi lapor kepada yang 
berkenaan setiap tahun. 
m. Memberi pengumuman aktivitas Islam dalam wilayah. 
D. Struktur Organisasi Mejlis Agama Islam Yala 
Tabel 3 
Struktur organisasi( Jawatan kuasa ) Majelis Agama Islam Wilayah Yala. 
N
o 
Nama Petugas Jawatan 
1.  H. Ismail Hari Ketua Majelis Agama Islam 
2.  H. Abd.Basit Cekmat Qadhi syar’i Dharuri 
3.  H. Waedaoh Saleh Setia Usaha 
4.  H. Hasyem Salea Penolong Setia Usaha 
5.  H. M.Saleh Wadeng Ahli jawatan kuasa pusat 
6.  H. Ahmad Tuyung Ketua kepengurusan kekeluargaan 
7.  H.Abd.Halem Hiley Sekretaris bahagian kekeluargaan 
8.  H. Ramli Gurat Haji dan Umrah 
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9.  H. Abd. Aziz Tilani Haji dan Umrah 
10.  H. Sofian Datu Penerangan dan Perhubungan 
11.  H. Abdullah Abubakar Pendidikan Teknologi 
12.  H. Rusydi Bakok Ketua Kepengurusan bahagian Halal 
13.  H. Fauzi Abdul Pembangunan dan Peralatan 
14.  H. Abd.Aziz Kabae Pembangunan Masjid 
15.  H. Yusof Ali Pendaftaran Masjid 
16.  H. Wan Ahmad 
Tokadam 
Ketua kepengurusan bahagian 
pesaka 
17.  H. Abd.Aziz Cekteh Skretaris bahagian pesaka 
18.  H. M.Soleh Wadeng Urusan Kekeluagaan 
19.  H. Arifin Cekme Ahli jawatan kekeluargaan 
20.  H. Elyas Doloh Urusan wakaf dan pesaka 
21.  H. Syamsudin yeng Keselamatan dan Amr Ma’ruf 
22.  H. Ahamad Pula  Syariah dan Dakwah 
23.  H. Ismail hajimatnus Kegiatan dan Kebudayaan 
24.  H. Ali Matteh Urusan luar Negara dan Asian 
25.  H. Husain Dumede Urusan Kebajikan dan perkhidmatan 
26.  H. Abd.Aziz Mae Pengurusan Halal 
27.  H. Ahmad deabok Pengurusan Halal 
28.  H. Ahmad Ruyani 
Muyuk 
Zakat dan Baitul mal 
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29.  H. Nik M.Amin 
Nikmuda 
Bendahara 
30.  H. M.Nawawi Haji 
Mamat 
Badan Ekonomi 
31.  H. Syafei Cekling Badan Ekonomi 
Mantan yang dipertuakan (Senior) di Majelis Agama Islam 
wilayah Yala Thailand :- 
a. H. Hasan Awang   1365-1367 H. / 2488-2490 
B. 
b. H. Mustopa Awang  1367-1379 H. / 2490-2502 
B. 
c. H. Wan Ahmad Wae  1379-1395 H. / 2502-2518 
B. 
d. H. Ismai Bin Hawan  1395-1418 H. / 2518-2540 
B. 
e. H. Muhamad Saeid  1418-1420 H. / 2540-2545 
B. 
f. H. Ismail Hari   1420-1423 H. / 2542-2545 
B. 
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g. H. Abdul Rahman Jeksae  1423-1432 H. / 
2542-2545 B. 
h. H. Ismail Hari   1432 H. / 2555 sampai sekarang. 
 
E. Gambaran Umum dalam Majelis Agama Islam Yala 
Thailand 
Patani dahulu terkenal dengan sebuah negeri yang merdeka 
dan berdaulat, yang terkandung juga wilayah Patani, Yala, 
Narathiwat, Setul dan sebahagian Senggora, tempat tumbuhnya 
perkembangan agama Islam di Asia Tenggara.  Agama Islam masuk 
ke negeri Patani pada abad 10. Islam berdiri dan berkembang di 
Patani pada abad 15-16 M., setelah berkembang Islam di Patani lebih 
dari 300 tahun barulah Raja memeluk agama Islam. Sekarang Patani 
dikenal sebagai sebuah wilayah yang dijajah oleh Siam/Thai, pada 
tahun 1785 M. pertama kali Negeri Patani jatuh ketangan 
penjajah/imperalis, dari situlah Kerajaan Negeri Patani harus 
membayar pajak kepada Kerajaan Bangkok. Dalam situasi seperti ini 
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Raja Negeri Patani masih tetap keberadaannya diakui sebagai Raja 
pemerintah Patani.  
 Pada tahun 1902 M. Patani dikuasai penuh oleh penjajah dan 
Patani adalah satu bahagian dari negeri Thailand, setelah itu Raja 
mana yang tidak patuh dan taat setia kepada kerajaan Siam/Thai 
maka diusir keluar dari Negara itu. Dan pada tahun 1938 M. bangsa 
melayu Patani dijadikan sebagai rakyat  Siam/Thai keseluruhan 
segalanya ditelan rampas tanpa adanya prikemanusiaan. Peranan 
asimilasi mereka terus menghancurkan bangsa melayu Patani yang 
beragama Islam. 
 sehingga kerajaan Khuang Amphaiwong, Pridi Phanomyong 
dilantik menjadi menteri dalam negeri, di samping menyandang 
Pemangku Raja Siam Ananda Mahidol atau Rama IV (Pusamrech 
Rachakan Taen Prang). Beliau merupakan seorang tokoh siam yang 
bersifat terbuka dan menunjukkan rasa simpati terhadap 
permasalahan orang Melayu Patani. Pada 3 Mei 1945 Tengku Abdul 
Jalal, sebagai menteri dalam negara perdana menteri Khuang 
Aphaiwong, supaya dihapuskan dasar kebudayaan Ratthaniyom. 
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Setelah itu, tiga hari kemudian pada 8 Mei 1945 kerajaan Siam 
meluluskan akta undang-undang pentadbiran mengenai hal ihwal 
Islam (Praracha Bunyat Sananuphatham fai Islam). Alasannya, ‚Oleh 
sebab perlembagaan kerajaan Siam memberikan kebebasan 
beragama kepada rakyat jelata dengan raja siam bertindak sebagai 
pelindung agama, maka dengan menimbang kenyataan bahawa 
terdapat setengah penduduk negara siam yang menganuti agama 
Islam. Adalah wajar bahawa orang Islam mesti dibantu dan diberi 
perlindungan dalam hal Ehwal mereka‛. 
 Pengisytiharan akta tersebut dianggap suatu muslihat kerajaan 
Bangkok untuk meredakan keteganggan di wilayah-wilayah Patani 
akibat kekecewaan terhadap sikap British setelah perang dunia kedua. 
Pada 22 Juli 1945 melalui pengaruh Pridi Phanumyong kerajaan 
Khuang Amphaiwong bertindak menghidupkan semula jawatan 
Jularajmontri, Raja siam, Ananda Mahidol berkenan melantik yang di 
pertua, Syaikhul Islam yang berperan sebagai pusat agama Islam 
Thailand (Kamakan Islam Heng Pratet Thai). Pemilihan Haji 
Syamsyuddin Mustafa sebagai yang dipertua, Chulajmontri yang 
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pertama sejajar dengan pelantikan ahli jawatan kuasa pusat agama 
Islam peringkat kebangsaan. Chularajmontri dibentuk menjadi 
pemimpin kerohanian seluruh umat Islam di Thailand agar dapat 
menasihati Raja siam dan semua perkara dalam perkara berkaitan 
agama Islam.
49
 Tugas pertama Haji Syamsyuddin Mustafa segera 
pergi ke Patani menemui pemimpin masyarakat Islam dan para alim 
ulama’. Menurut Syamsyuddin Mustafa kerajaan siam kini bersedia 
melulus akta mengenai penduduk Islam serta bercadang memulih 
semula pelantikan Jawatan Qadhi (Datok Yutitam) serta mewujudkan 
Majelis Agama Islam setiap wilayah.  
 Dengan keputusan tersebut ditubuhkan Majelis Agama Islam 
wilayah (Kamakan Islam Pracham Changwad) bagi wilayah Patani, 
Yala, Narathiwat dan Setul. Tugasnya mengurus masalah nikah, 
talak, rujuk, Zakat, dan Harta Pusaka, sebelum dibuat pengaduan 
sesuatu kes dimahkamah awam kerajaan. Institusi ini mewujudkan 
jawatan seperti yang dipertua, Timbalan yang dipertua, Bendahara 
dan dibantu seramai 15 orang Ahli jawatankuasa Majelis. Ditubuhkan 
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jawatan kuasa masjid (Kamakan Islam Pracam Masjid) dan surau 
serata kampong seluruh Patani, Yala, Narathiwat, dan Setul. Sebagai 
Chularajmontri atau Syaikhul Islam, tugas Haji Syamsyuddin Mustafa 
menjadi wakil pehak kerajaan siam dengan penduduk Islam. Di 
samping itu beliau berperan mengendurkan ketegangan politik Patani 
disebabkan pemerintah kuku besi regim Phibun Songgram, sebelum 
itu. kerajaan siam berharap dengan membentukan ahli jawatan kuasa 
Majelis Agama Islam Wilayah pemilihan imam masjid atau surau 
wilayah masing-masing dapat berjalan lancar. Antara syarat penting 
calonnya mesti terdiri daripada tokoh masyarakat Islam yang 
berpengaruh dan dihormati ramai. 
 Sebanyak empat orang alim ulama’ daripada masyarakat 
Islam Patani, Yala, Narathiwat, dan setul depersetujui nama mereka. 
Tokoh berikut akan memegang jawatan penting sebagai, yang 
dipertua, Majelis Agama Islam wilayah Yala Thailand. 
1. H. Sulong bin Haji Abdul Qadir wilayah Patani 
2. H. Nik Abdul Majid   wilayah Narathiwat 
3. H. Mustafa bin Haji Awang Said  wilayah Yala 
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4. H. Che Abdullah lang putih  wilayah Setul 
Pada tahun 1945 M.  Muhammad Sulong bin Abdul Qadir 
Tuan Mina mendirikan Lembaga Pelaksanaan Hukum Syari’at, 
dengan tujuan untuk mengembelengkan tenaga pemimpin agama di 
Patani dalam usaha menyekat ancaman Kerajaan Siam/Thai yang 
hendak mengsiamkan (masukan agama Budha) umat malayu serta 
mempertahankan kesucian agama. Karena inilah sebagai penyebab 
lahirnya pembentukkan Majelis Agama Islam di Thailand selatan. 
Bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk 
memisahkan Mahkamah Syari’ah dari Mahkamah Sivil (sipil) yang 
mana perkara ini adalah salah satu dari 7 perkara tuntutan Tuan Haji 
Sulong yaitu: 
1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam 
diperanakan di dalam  empat wilayah ini dengan pilihan 
saudara anak Negeri di dalam empat  wilayah dengan 
diberikan kekuasa penuh kepadanya yaitu mentadbir 
 empat wilayah ini.  
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2. Mangadakan pelajaran bahasa Melayu pada seluruh 
sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi 
masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran 
dengan bahasa Siam/Thai.  
3. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan 
kepadanya  saja. 
4. Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut 
penduduk Negeri  yang beragama Islam.  
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.  
6. Mengasingkan Mahkamah Syari’ah daripada pejabat 
Undang-undang kerajaan serta mengadakan Mahkamah 
khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan 
dengan hukum Agama Islam. 
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7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-
undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujuan 
oleh ketua besar di empat wilayah.
50
  
Tuntutan ini bukanlah untuk memecahkan dasar 
perlembagaan negeri Thailand yang telah sedia termaktub. Malah 
ianya bertujuan untuk memperbaiki nasib bangsa melayu dan tanah 
air mereka sejajar dengan kehendak dunia yang sibuk 
memperjuangkan kepentingan hak kemanusiaan yang asasi 
kemerdekaan  terhadap bangsa yang terjajah. 
 Majelis Agama Islam wilayah Patani, Yala, Narathiwat, Stul 
dan sebahagian Senggora adalah sebuah badan swasta yang telah 
didirikan oleh ᾱlim ulamᾱ di wilayah Patani pada tahun 1940 M.51 
Majelis Agama Islam Wilayah Yala awal didirikan atas asal kesadaran 
umat Islam Patani, demi untuk memperjuangkan kesucian agama 
Islam, serta mempertahannya diri pengaruh bagi agama lain. Menjaga 
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akidah Islamiyah dari timbul perpecahan dan berkelahian aliran-
aliran sesat. Majelis Agama Islam wilayah Yala ini juga bertujuan 
untuk mengelola masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. 
 Latar belakang dibentuknya Majelis Agama Islam wilayah Yala 
adalah karena pada saat itu keadaan hidup umat Islam wilayah Yala 
dalam suasana yang bergejolak. Pada saat itu jatuhnya negeri Patani 
ketangan Siam/Thai pada tahun 1785 M. kondisi ini mendorong 
beberapa ulama Patani untuk membangun sebuah lembaga Islam 
yang dapat membela nasib warga Islam Patani yang bertindas pada 
saat itu. Di saat sekarang Majelis Agama Islam wilayah Yala ini 
dimaksudkan sebagai tempat pengaduan dan pembinaan agama 
Islam bagi masyarakat Islam Patani. Pada awal berdirinya Majelis 
Agama Islam wilayah Yala melantik Tuan Guru Hasan Awang yaitu 
seorang ulama yang terkenal di wilayah Patani pada saat itu. Dalam 
lembaga tersebut ia dilantik sebagai ketua Majelis Agama Islam 
wilayah Yala yang merangkap sebagai Qᾱdhῑ asy-Syar’i.52 
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 Di awal berdirinya Majelis Agama Islam wilayah Yala 
melakukan beberapa kegiatan keIslaman yaitu sebagai berikut: 
1. Mengembangkan akidah Islamiyah yang sahih. 
2. Menyebarkan dakwah Islamiyah. 
3. Mengelola masjid dan masyarakat umat Islam. 
4. Mengangkat status umat Islam dari hina dan terjajah. 
5. Mengawal dan mengatur sisitem pendidikan umat Islam. 
6. Menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. 
7. Menjaga orang-orang fakir dan miskin juga anak yatim dan 
memberi pertolongan kepada mereka.
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 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Majelis Agama 
Islam wilayah Yala mempunyai peran yang penting khususnya 
terhadap umat Islam di Patani, dan menjadi tempat atau lembaga 
yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 
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masyarakat. Masalah-masalah tersebut yaitu perkawinan, perceraian, 
kewarisan dan sebagainya.
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 Wilayah Yala merupakan satu wilayah yang terletak di 
bahagian selatan negara Thailand yang mempunyai sejarah tersendiri 
jauh dengan kota Bangkok, 1,055 km (jalan keretaapi), 1084 km. 
(jalan kereta dan dengan jalan raya luas kawasan 4,521 square 
kilometer. Wilayah Yala ini terletak di semananjung Malaysia, 
Sebelah utara : perbatasan dengan Daerah Sabayoiy wilayah  
senggora dan Daerah Khopho Wilayah Patani, Sebelah selatan:  
perbatasan dengan negeri Perak Malaysia, Sebelah timur : perbatasan 
dengan Daerah Bacok, Resak wilayah Naratiwat dan negeri Kelantan 
Malaysia, Sebelah barat : perbatasan dengan wilayah Senggora dan 
negeri kedah Malaysia. Mayoritas masyarakat melayu tempatan 
memanggil wilayah mereka, ‚Jalor‛ diambil dari bahasa bali Sanskrit 
‚chalak‛ maksudnya jaring untuk memancing ikan, dibuat daripada 
tali maka di letakan nama wilayah. Mengikut sejarah terhadap pada 
asalnya Bandar Yala terletak di sebuah bukit Yalo kira-kira 12 km 
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jarak, kemudian Bandar Yala diangkat taraf menjadi Bandar besar di 
antara kawasan tujuh wilayah, sampai sekarang ini dipanggil dan 
dinamakan Yala. 
Tabel 4 
 Jumlah dan peratusan Penduduk di Wilayah Yala:- 
Agama Lelaki Perempua
n 
Total Peratusan 
Budha 49,675 50,397 100.072 20.13 
Islam 196,430 199,284 395,714 79.60 
Kristen 666 676 1,342 0.27 
Total 246,771 250,357 497,128 100 
 
Jumlah tempat beribadah masing-masing sebagai berikut: 
a. Jumlah Masjid                  494    Buah 
b. Jumlah kuil Budha           45      Buah 
c. Jumlah Gereja Chirst        6        Buah 
d. Jumlah Gurdwara sikh      1        Buah 
Wilayah Yala terbahagi kepada 8 Daerah (tabupaten) 
pentadbiran dan dibahagikan lagi kepada 53 Mukim (tambon) 347 
buah Kampung. 
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Tabel 5 
Peta Yala 
 
อ าเภอเมืองยะลา Kabupaten Muang  
อ าเภอยะหา Kabupaten Yaha 
อ าเภอรามนั Kabupaten Ra Man 
อ าเภอกรงปีนงั Kabupaten Krung Pinang 
อ าเภอกาบงั Kabupaten Ka Bang 
อ าเภอบนันงัสตา Kabupaten Ban Nan Seta 
อ าเภอธารโต Kabupaten Than To 
อ าเภอเบตง Kabupaten Be tong 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Pendapat Majelis Agama Islam Wilayah Yala, terhadap 
Hak dan Tempat Tinggal Wanita yang Ditalak Raj’i  
Majelis Agama Islam mempunyai jawatan kerja khusus yaitu 
Qadhi yang menangani masalah yang berkaitan dengan hal 
kekeluargaan, di majelis agama Islam Yala Thailand tidak memiliki 
UU atau KHI seperti Indonesia, tetapi pihak yang bertanggung jawab 
akan menangani masalah yang berkaitan dengan hak kekeluargaan 
umat Islam dengan merujuk fiqih Imam Syafi’i. Kasus tempat tinggal 
bagi wanita yang di Talak Raj’i  menurut majelis agama, bagi mejelis 
agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat pernikahan 
yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah 
tersebut . H. Abdul Basit Cikma yang bertanggung jawab sebagai 
qadhi dalam penyelesaian masalah hal ehwal kekeluargaan. Dan H. 
Muhammad Soleh Wadeng sebagai pengawai menerima pengaduan 
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masalah cerai dalam rumah tangga di Majelis Agama Islam Yala 
Thailand. 
B. Proses dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tempat 
Tinggal di Majelis Agama Islam di  Yala Thailand 
Majelis Agama Islam adalah sebuah lembaga yang menangani 
persengketaan atau menangani permasalahan yang menyangkut 
dengan hukum keluarga, salah satu hukum keluarga yang ditangani 
oleh Majelis Agama Islam adalah masalah perceraian. 
Pada mulanya setiap perkara cerai gugat yang masuk ke 
Majelis Agama Islam, dicatat oleh pihak Majelis Agama Islam tersebut 
sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Untuk selanjutnya bagi 
kedua belah pihak yang ingin berperkara dipanggil untuk hadir di 
Majelis Agama Islam. Setelah pemanggilan, kedua belah pihak untuk 
dimintai keterangannya, kemudian melalui keterangan keduanya. 
Pihak Majelis Agama Islam menetapkan bahwa apabila sudah terjadi 
perceraian antara keduanya. Maka Majelis Agama Islam menetapkan 
bagi suami untuk berkewajiban memberi nafkah iddah kepada 
istrinya, sepertimana kewajiban ini sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an 
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dan Al- Hadits. Dalam hal nafkah iddah perlu diperhatikan agar tidak 
memberatkan suami dalam menanggung nafkah iddah yang di 
bebankan kepadanya oleh Majelis Agama Islam. 
Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa 
penentuan nafkah pada masa iddah dilakukan atas dasar 
pertimbangan kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada 
istri.  
Dalam penyelesaian masalah nafkah tempat tinggal bagi 
wanita yang ditalak raj’i . akan diproes mengikut prosedur berikut: 
1. daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majelis 
Agama Islam Wilayah Yala. 
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli  
3. Pas Photo 
4. surat akuan Tok Imam (Penghulu) setempat. 
5. surat keterangan nikah yang asli. 
6. pasangan suami istri hendaklah datang sendiri 
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C. Langkah-langkah Penyelesaian Tempat Tinggal Wanita 
Talak Raj’i 
  Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan 
kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Namun kenyataan di 
masyarakat Patani apabila terjadi perceraian maka seorang suami 
tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang ditentukan oleh Allah 
SWT. Akibatnya  istri pulang dan tinggal bersama orang tuanya, 
sehingga  istri hidup terlantar dalam masa iddah tersebut. disebabkan 
ketidaktahuan seorang suami mengenai hukum Islam. Dalam hal 
nafkah iddah walaupun seorang istri menuntut perkara itu di  Majelis 
Agama Islam berkali-kali, namun Majelis Agama Islam tidak berhak 
sanksi laki-laki tersebut, oleh karena di wilayah Yala bukan Negara 
Islam, sehingga tidak ada hak untuk menyelesaikan perkara tersebut.  
Majelis Agama Islam hanya berhak sebagai pemberi nasihat kepada 
mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya.
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Wawancara dengan H. Abd.Halem Hiley (Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam 
Wilayah Patani), 23 Januari 2019. 
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  Sebelum terjadinya ikatan perkawinan maka Majelis Agama 
Islam mengadakan Kursus Pra bagi calon suami dan calon istri. 
Kursus Pra adalah kursus tentang hukum keluarga supaya 
mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang 
bahagia dan sejahtera. Tujuan mengadakan Kursus Pra untuk 
menikmati hukum Islam, dan kursus pra itu banyak memberi manfaat 
keadaan pasangan yang akan mendirikan rumah tangga agar 
pasangan suami istri senantiasa berada dalam perikatan agama. 
Dengan adanya kursus tersebut boleh menjadi sumber kearah rumah 
tangga mereka bahagia dan harmonis, karena saling menunaikan 
tanggung jawab. 
D. Kewajiban Suami Hak Tempat Tinggal Wanita dalam 
Talak Raj’i di Majelis Agama Islam Yala Thailand 
Patani, Yala, Narathiwat, Satul dan sebagian dari Senggora 
merupakan wilayah bagian selatan yang dikolonia oleh Thai/Siam. 
Penduduk Thailand selatan sebagian besar beragama Islam yang 
terdiri atas mayoritas berpegang pada Mazhab Syafi’i. Perkembangan 
Hukum Islam di Thailand selatan (Patani, Yala, Narathiwat dan Satul) 
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khususnya Hukum Keluarga dan Warisan dimulai sejak mendapat 
surat Kementerian Kehakiman Bangkok.  
Pada tahun 2012-2017 kasus tentang perceraian serta tidak 
melaksanakan kewajiban memberi nafkah iddah kepada istri yang di 
cerai yang terdapat dari hasil wawancara dengan Tuan Guru H. 
Ahmad Hiley 80% dari rakyat yang beragama islam yang tercatat ada 
462 kasus, perceraian ada 2 bagian yaitu talak raj’i  dan  talak bain. 
Talak raj’i  dibagi pula berbagai kasus.56 Contuh- contuh kasus 
tersebut adalah: 
1. Suwaibah menikah dengan laki-laki bernama Ibrahim, 
pernikahan sudah berlangsung dengan melahirkan anak 
pertama yaitu laki-laki, dan keduanya bercerai (talak satu 
di depan imam kampungnya), pihak perempuan terus 
pulang kerumah orang tuanya. Kemudian setelah 
perceraian berlangsung selama 1 bulan 2 minggu 
suaminya menjemput kembali dan membawa 
kerumahnya. Dalam waktu 1 bulan 2 minggu suaminya 
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 Wawancara dengan Rohimah (pengawai bahagian informasi Majelis Agama Islam 
Yala), 23 Januari 2019 di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala. 
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tidak menunaikan nafkah tempat tinggal dan nafkah 
belanja kepada istri nya kecuali memberi uang untuk 
anaknya saja. Dalam hal tersebut imam kampung tidak 
mengambil tindakan atas suaminya. 
2. Zubaidah dan suaminya Zakariya, telah menikah selama 
tiga tahun dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, 
keduanya bercerai, Zubaidah langsung pulang kerumah 
orang tuanya pada hari dimana suami menjatuhkan talak 
satu dengan membawa anaknya yang paling kecil, atas 
kemauannya sendiri dia meninggalkan anak pertamanya 
dengan suami. 
3. Sarimah dengan suaminya telah menikah dan melahirkan 
anak pertama mereka, keduanya juga bercerai, Sarimah 
keluar dari rumah suaminya setelah satu minggu 
berlangsung perceraian, dengan sendirian dia pergi ke 
Malaysia dan tinggal di Malaysia. 
4. Nur Aini dengan suaminya yang bernama Aiman mereka 
telah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki, 
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sebelum bercerai Nur Aini telah pulang ke rumah 
orangtuanya sehingga mereka bercerai di Majelis Agama. 
Semenjak itu mereka hidup masing-masing, anaknya 
dibawa istrinya dan nafkah dalam masa Iddah talak raj’i 
suami hanya memberi uang sebanyak dua ribu bath.  
5. Mariyam dengan suami. Suaminya menceraikannya 
dengan menjatuhkan talak dua kepada Mariyam, mereka 
telah mempunyai satu orang anak, setelah bercerai 
Mariyam hanya memberi waktu satu kali suci setelah 
berlakunya talak untuk mempersiapkan dirinya keluar dari 
rumahnya. 
Kasus tersebut telah diketahui imam kampung, tetapi imam 
hanya mengusahakan untuk mendapat surat perceraian dari Majelis 
Agama kepada pasangan tersebut. Tanpa memberi perhatian atas 
hak dan nafkah yang sesuai dengan hukum Islam kepada 
perempuan-perempuan tersebut.
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Majelis Agama Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Patani. 
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   Berdasarkan kasus di atas  bahwa apabila setiap perceraian 
yang terjadi di masyarakat Patani, setelah bercerai tidak ada suami 
yang melaksanakan kewajiban setelah terjadinya perceraian yaitu 
memberikan nafkah iddah kepada istri yang sedang beriddah raj’i.  
Penyebabnya tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah tidak 
mempunyai ilmu pengetahuan. 
Di dalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada 
zaman dahulu merujuk kepada kitab fiqh dalam bahasa arab melayu, 
yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa siam (Thai). Dengan 
demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam 
diperintah pada tahun 2472B./1929M. untuk menterjemahkan kitab 
fiqh dari bahasa Melayu, Arab, Inggris, ke bahasa Siam/Thai dan 
diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang 
menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu 
kompilasi.
58
 Setelah diterjemahkan panitia penasehat pengadilan 
Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi 
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Republika,Sejarah Ringkas Majelis Agma Islam, http://sejarahpatani.blogspot.com. 
diakses pada tanggal 20 September 2014. 
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nama terjemahan ‚Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga 
dan Warisan‛ dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. 
Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan 
dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, 
berlaku hukum tersebut turun temurun.
59
 
Undang-undang Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan 
Keluarga dan Warisan Negara Thailand sebagai satu perlembagaan 
atau kompilasi hukum Islam yang diterapkan oleh Departemen 
Keadilan (Ministry of Justice)berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ 
dan Qiyas. Oleh karena penduduk muslim di Thailand Selatan yaitu 
wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Satul mayoritas berpegang atas 
Mazhab Syafi’i, maka kitab fiqh Imam Syafi’i sebagai sumber rujukan. 
 Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan 
Negara Thailand (Provinsi Patani, Yala, Narathiwat dan Satun) 
pertama kali dicetak pada tahun 2483B./1940M.dan kali ke-2 pada 
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tahun 2554B./2011 M.
60
 Walau Dasar Hukum Islam Berkenaan 
dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand sudah menjadi 
perlembagaan diguna di Majelis Agama Islam wilayah Patani ini, tapi 
masih ada sebagian masalah-masalah yang belum diterapkan 
kedalamnya secara lengkap seperti masalah pernikahan, khitbah, 
perceraian, masalah nafkah iddah ini juga masih berkupas oleh para 
ulama-ulama, dan lain-lain masalah tentang ahwal- syakhsiyyah. 
Dalam sejarah, terbentuknya aturan-aturan hukum Islam 
khususnya hukum keluarga yang ada dalam perundang-undangan di 
Thailand Selatan, tidak terlepas dari adanya pemikiran-pemikiran 
yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dengan kata lain mengacu 
pada ijtihad ulama sebelumnya. Diterimanya pandangan mazhab 
Syafi’i di Thailand selatan dapat dibuktikan dengan melihat dari awal 
proses pembentukan peraturan hukum keluarga di Thailand Selatan, 
dimana kitab-kitab mazhab Syafi’i dijadikan salah satu acuan dalam 
mengambil keputusan  ketua Majelis Agama Islam wilayah Patani. 
                                                          
60
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Dalam Undang-undang Dasar Hukum Islam Berkenaan 
dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand Tahun 2011 M. 
menjelaskan suatu pedoman bagi Majelis Agama Islam dalam 
memberi keputusan dengan menggunakan kitab-kitab yang diambil 
sebagai rujukan salah satunya dari kitab-kitab tersebut bermazhab 
Syafi’i.61 Secara umum hukum keluarga di Thailand Selatan tidak 
berbeda dengan hukum keluarga dalam fiqih klasik, seperti mana 
dalam perundang-undangan Islam di Thailand Selatan atau Dasar 
Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara 
Thailand (Patani, Yala, Narathiwat dan Setul 2011)pada kategori 3 
pasal 307 mengenai nafkah iddah yaitu: Suami wajib memberi 
nafkah iddah kepada istri yang sedang beriddah  raj’i dengan syarat 
istri tidak nusyuz.
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Pada umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti 
mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan 
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 Dasar hukum Islam Berkenaan dengan keluarga dan Warisan Negara Thailand 
(Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setul 2011). Hlm.75. 
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dalam rumah tangganya. Namun kenyataanya tidak selalu sejalan 
dengan harapan semula. ketegangan dan konflik kerap kali muncul,  
perselisihan pendapat semakin keras lalu dikhawatirkan akan terjadi 
perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah. Maka Ketua 
Majelis Agama Islam akan memutuskan dua orang juru damai, 
bertugas untuk mencari kemaslahatan bagi pasangan suami istri 
tersebut, antara menceraikan atau mengekalkan hubungan mereka 
berdua. 
Maka apabila terjadi perceraian, seorang suami masih 
bertanggung jawab terhadap istri yaitu berkewajiban memberi nafkah 
iddah kepada istri. Menurut Tuan guru Haji Muhammad Soleh dalam 
hal ini ia mengatakan bahwa nafkah iddah yang dimaksudkan ialah 
pemberian setelah percerai. Pemberian nafkah ini tertakluk kepada 
keadaan istri yang diceraikan sama ada talak raj’i atau talak ba’in.63 
Tanggung jawab memberi nafkah oleh seseorang suami yang 
menceraikan istrinya terbahagi kepada dua yaitu nafkah kepada istri 
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Islam Yala) di gedung Majelis Agama Islam Wilayah Yala. 
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dan nafkah kepada anak-anaknya yang berada dalam jagaan  istri. 
Bagi nafkah  istri adalah sepanjang masa iddah talak raj’i . Sementara 
bagi nafkah anak-anak hendaklah ditunaikan sehingga anak-anak 
tersebut boleh berdikari. 
Suami yang menceraikan istri hendaklah memberi nafkah 
iddah kepada istri dengan jumlah yang memberi kelapangan kepada  
istri. Namun bagi mereka yang mempunyai kurang kemampuan agar 
memberi nafkah dengan seberapa kemampuannya, jangan sampai 
terlalu memberatkan kepada kemampuan yang berkenaan. Suatu 
kesinambungan di antara keperluan dengan kemampuan hendaklah 
dijadikan ukuran dalam menentukan jumlah nafkah untuk  istri yang 
sedang di dalam masa iddah. 
Seorang suami dipertanggung jawabkan  untuk memberikan 
nafkah iddah secara penuh kepada istri yang sedang dalam iddah 
talak raj’i , yang berupa nafkah makan, minum, pakaian, dan tempat 
tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan 
finansial suami, kewajiban ini berlaku  pada masa terjadi perceraian 
yaitu ketika istri berada dalam iddah talak raj’i .  
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H. Muhammad Soleh mengatakan bahwa: bagi istri yang 
beriddah talak raj’i , jika ia dalam keadaan  nusyuz maka ia tidak 
dapat hak nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Perbuatan 
nusyuz itu yaitu dalam masa iddah istri keluar dari rumah tanpa izin, 
oleh karena  ia masih dalam iddahnya maka suami mimilik hak 
atasnya dan berkelakuan tidak sopan terhadap keluarga suami.
64
 Jika 
terjadi perceraian  karena istri nusyuz terhadap suami, maka tidak 
wajib bagi suami memberikan nafkah selama masa iddahnya. Tetapi 
dalam masa iddah istri mematuhi/taati kembali kepada suaminya, 
maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal kepadanya.
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam talak 
raj’i apabila seorang istri melakukan nusyuz maka suami tidak 
berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepadanya. Akan 
tetapi terhadap anak yang ada dalam pengasuhan istri tersebut suami 
berkewajiban memberi nafkah sehingga anak-anak tersebut dapat 
berdikari. 
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  BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan latar belakang masalah, uraian-uraian yang 
terdapat dalam bab-bab skripsi ini juga hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan surah At-Talak ayat 1, Jumhur Ulama sepakat 
bahwa merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian 
nafkah terhadap istri baik yang ditalak maupun istri yang 
sedang menyusui karena lafaz wala yakhrujna illa anya’tiina 
bifaahisyatim mubayyinah, yang berarti janganlah kamu 
mengeluarkan mereka dari rumah kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Dan surah At-Talak ayat 6-7 lafaz 
liyunfiq menggunakan huruf lam amar (perintah). Islam 
menetapakan suami memberi nafkah iddah kepada istri selama 
masa iddahnya itu berlangsung dengan syarat istri tidak nusyuz 
dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan 
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terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang 
mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil 
manfaat, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang 
menguasai.  Demikianlah hukum Islam telah menentukan 
dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Bahwa suami 
berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang 
ditalaknya, dan jika istri yang ditalak suaminya punya anak, 
maka suami harus memberikan biaya untuk menyusukan anak-
anaknya. 
2. Di Yala Thailand adalah wilayah yang memiliki rakyat yang 
mejoritas beragama Islam, Majelis Agama Islam adalah sebagai 
rujukan bagi rakyat keseluruhannya, majelis Agama Islam yang 
memiliki dasa hukum yang berpadu menurut Imam Mazhab 
Syafe’i, namun rakyat yang beradat kepada bangsa Melayu, 
menyebabkan apabila berlaku perceraian rakyat tidak bertindak 
secara Agamanya, oleh itu wanita yang ditalak raj’i oleh suami 
80% rakyat yang beragama Islam tidak mendapatkan hak 
tempat tinggalnya 
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3. Nafkah tempat tinggal bagi wanita yang ditalak raj’i di Yala 
Thailand sangat mempertimbangkan oleh pihak Majelis Agama 
Islam Yala dengan partisipasi daripada umat masyarakat yaitu 
umat Islam, dengan melaporkan kepada pihak yang menangai 
hal ihawalnya, seperti Imam dan para ulama, namun pihak 
rakyat/umat masyarakat Yala tidak mahu melaporkannya 
karena tidak mahu halnya menjadi permasalahan yang terus 
menerus, hanya menerima apa yang terjadi dan kehidupannya 
dapat meneruskan tanpa gangguan dari yang lain. 
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B. Saran-saran 
Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis 
sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala Thailand, 
hendaknya menggalakkan dan mengutakan nasehat lebih lanjut 
tentang Proses Perceraian sehingga umat Islam tidak 
memperlakukan Perceraian. 
2. setelah berlakunya perceraian, maka pihak mejelis harus 
mempedulikan hak-hak dan timpat tinggal bagi wanita yang 
ditalak sesuai dengan hukum syara’. 
Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-
undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan 
perceraian, mengingat bahwa masyarakat umat Islam yang komplek 
sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang 
saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. 
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